
PEMERINTAH KABUPATEN KARII.hIGITNYAR

PERATURAN DAERAH KABIJPATEN IKAR \NGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2OOII

TENTANG

IRIGASI

DENGAI{ RAHMAT.TUHAN YANG NI,AI{A E:S|A

Menimbang :  a

BUPATI KARANGAhIYAR,

bahwa dalam rangka merrjamin terselenggaranya
pengeiolaan irigasi yang efektif dan efesien serta dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada
masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan
dengan mengoptimalkan pemanlaatan air permukaan dan
air bawah tanah secara terpadu;
bahwa untuk rnaksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :1 1950 tenterng
Karanganyar.

tJrrdang-Undang Nomor 1g Talrun
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam L-ingkungan Propinsi Jawa 

-[engah 
;

undang-undang Nomor 7 Talrr:n 20(r.l tentang sumber
9".y" 4it ( Lembaran Negara Flepublik 

-lndonesia

Tehun 2004 Nomor 32, Tanillahan Lembaran N"g"r"
Nomor 4377 ):
Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tenterng
Pernerintahan 

!ryrah (Lemtraran Negara Repulrlik
fndonesia Ta,hun 2aa4 Nomor,l25, 'l';lmbihan 

Lembaran
Negara Nomor 44gz) sebagair,ra'a terah ueuerapa r<aridiubah terakhir dengan uncrang-.unrrang 

- 
lronio, 12Talrun 2008 tentarrg perubafra.n- aKeduJ atas uncang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernerlntahan

Daerah (Lembaran rrregara Repubrik t'cronEsia i;h;n z00BNomor 59, Tambahan Lemiraran Negara CeputrlikIndcnesia Nomor 4S4a); :
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Undang-Undang Nomor 33 Tahult 2OO4 tentang
Pertimbarrgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran lrltlgara Fiepublik Indonesia
Tahrrrr 2004 Nomor 126, Tambahan t-embaran Negara
Tahun 4438 );
f.Jndang-Undang Nonror 1O Tahurt 2OO4 tentang
Pembehtukan Peraturan Perundang'.undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 21004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonror 4389);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2OO7 tetrtang Penataan
Ruang Pembinaan dan Pengalvasan Penyelenggaraan
Pernerintah Daerah (Lenrbaran Nr:gara tlepubtik Indonesia
tahrrn 2007 Nomor 68, Tamberhan L,embaran Negarc
Republik Indonesia Nomor 4725 );
Peraturan Pemerintah Nomor 20'[alrun 2006 tentang lrigasi
(l-embaran l,legara Republik tndoner;ia Tahun 2006
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara, Republik
Indonesia Nomor 462a \
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Surnber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82;
Peraturan Prcsiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Dewan
Sumber Daya Air;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesbhan, Pengundangan, dan Penyebarluasatn
Peraturan Perudangan-U ndangan;
Peraturan Menteri Pekerjaart Unrum Nomor :
30/PRT/MAA07 tentang Pedoman Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem lrigasi PartisiJlatif;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
31/PRilM12007 tentang Pedoman Mengrlnai Komisi lrigasi.
Peraturan Menteri Pekerjazrrr Urnum Nomor :
32/PRT/M12007 tentang PerJoman Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan lrigasi;
Peraturan Menteri Pekerjaarr Urnum Nomor '.
33/PRT/M12007 tentang Pedoman Pemberdayaan
P3A/GP3A/IP3A;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 lrlomon 46 Seri E
Nomor 7 );
Peraturan Daerah Kabupaten Karanglanyar Nomor 12
Trahun 2007 tentarrg Penyidik Pegawai t,legeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten lGranganyar Tahun 2007
Nomor 12);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIISN MKYAT DAERAH IGBUPATEI( I(AMI,IGANYAR
dan

BUPATI IGRANGANYAR

MEMUTUSIQ\N :

: PERATURAN DAEFAH TEhlTAhlG lRlr ASl.Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UIVIUM

l

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud d.:lngan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah lsemerintah Kabupaten

Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Dinas adalah instansi pemerintah Kabupaten Karanganyar

yang membidangi irigasi;
5. L-\esa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut desa, adalah kesatuan nrasyanrkat hukum yarrg
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten;

6. Pemerintah Desa adalah penyetenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalarn mengatur dan
mengurusi kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan trlegara Kesatuan
Republik lndonesiai

7. Badan adatah suatu lientuk badan Usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milih. negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, perselcutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
perrsirrn, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya

8. Air adatah semua air yang terdapirt pada, ciiatas maupun
dibawah permukaan tanah termasuk dalanr pengertian ini air
permukaan, air tanah, dan air hujan, y.rng dimanfaatkan
didarat;



9. Sumber air adalah ternpat atau wadah air alami dan / ettau buatan yang
terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tartah;

10. lrigasi adalah usaha penyediaan dan,pengaturan air dirn penrbuangan air irigasi
untul< menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi
air bawah tanah dan irigasi pompa ;

11. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan
penggunaan air irigasi;

12. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam
jaringan primer dan atau jaringan sekunder;

13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan zrir dengan jumlah tertentu
darijaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;

14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier
untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;

15. Komisi lrigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wal<il
pemerintah daerah , wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi,
dan wakil pengguna jaringan irigasi pada daerah;

16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran
kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi
tertentu;

17. Daerah lrigasi adalah kesatuan lahan yang mendap,at air dari satu jaringan
irigasi;

18. Jaringan irigasi adalah saturan, bangunan dan bangrJnar'! pelengkapnya yang
merupakan satu k.esatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai derri
penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian. trenggunaan dern
pembuangan air irigasi;

19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari
bangunan utama, saluran induUprimer, saluran pernbuanglannya, bangunan
bagi sadap, bangurran sadap, dan bangunan pelengkapnya;

20. Jaringan irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringarr irigarii yang terdiri dari
salulan sekunder, saluran pembuangannya, bangun:rn bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

21. Jaringan tersier aclalah jaringan irigasi yang befungsi sebagi prasarana
pelayanan air didalarn petak tersier yang terdiri dari salurarn pembawa yang
disebut saluran tersier,salurarr pembagi yang disetrut saluran kwarter dan
saluran pembuang berikut saluran bangunan berurutan serta petengkapnya,
termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal frelayanannya disamakan
dengan arealtersier;

22. Jarirgan irigasi desa adatah jaringan irigasi yang dibrangurr dan dikelola oleh
masyarkat desa atau Pe,nerintah Desa;

23. Bangunan Bagi Sadap adatah bangunan irigasi di saluran sekunder untuk
membendung air menjadi 2 aliran sebagian saluralr sel<under dan sebagian
saluran tersier;

24. Bangunan Sadap adalah bangunan iiigasi di saturan sekunder untuk membawa
air ke saluran tersier;



25. Masyarakat petani adalah kelompok mas;yarakat yan13 bergr:rak dalam bidang
pertanian, baik yang telah'bergabung dalam organisasi pr:rkumpulan petani
pemakai air maupun petani lainnya yang belum teryabung dalam organisasi
perkumpulan petarti pemakai air;

26. Perkumpulan petarri pemakai air yang selanjutnya disingkat (P3A) adalah
kelenrbagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam
suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh ;:etani p'emakai air sendiri
secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;

27. Petak irigasi adalah petak yang melnperolelt air irigasi;

28. Wadrrk atau embung adalah tempaUwadah penampunlJan air irigasi pada waktu
terjadi surplus air sungai atau air hujan untuk irigasi;

29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memp€)roleh rian memakai ataru
mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk m€rlleperoleh dan memakai
air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;

31. hak ulayat adalah hak persekutuan hukum adat atas; tanah dan isinya dalam
lingkungan wilayahnya;

32. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan satu kesatuan datn
mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang satna;

33. Komisi irigasi daerah adalah lembaga koordinasi dan komurtikasi antara wakil
pemerintah daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tinlykat daerah irigasi,
dan wakil pengguna jaringan irigasi daerah;

34. Pengernbangan jaringan irigasi adalah pembangurran jaringan irigasi baru
dan/at6u peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;

35. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan
irigasi di vrilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;

36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatan l'ungsi dan kondisi
jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menanrbah luas areal pelayanan
pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan
kondisi lingkungan daerah irigasi;

37. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerall irigasi ;

38. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan
pembuangannya, termasuk kegiatan menrbuka-menutr:p pnttr bangunan irigasi,
menyusurr renc€lna tata tanam, menyusun sistem golongan, n'lenyLtsun rencana
pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, me'ngumpulkan data,
memantau, dan mengevaluasi;

39. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjirga dan mengamankarn
jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan iSaik gtrna memperlancar
pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariaunya;

40. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna
mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;

41. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstrukutur untuk
perencanaan pemeliharaan dan 'pendanaan sistem irigasi guna mencapai
tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berlanjutan ba13i pem;akai air irigasi dan
pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi sr:-
efisierr mungkin;



42. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air aderlah upirya penguatan dan
penirrgkataan keniampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek
kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan das,ar keLrerpihakan kepada
petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkan
kembang partisipasi;

43. Garis Sempadan lrigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling
bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk
mengamankan ja:'ingan irigasi;

44. Daerah Sempadan lrigasi adalah kawasan sepanjang saluran dan sekeliling
bangunan irigasi di luar jaringan irigasi yang dibatasi oleh garis sempadan untuk
mengamankan jaringan irigasi;

45. Pengamanan Daerah Sempadan lrigasi adatah upaya pencegahan dan
penertiban terhadap pemanfaatan daerah Sempadan lrigasi;

46. Pencegahan acjalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran;

47. Pengawasan Daerah Sempadan adalah upaya merrrantau tindakan-tindakan
yang terjadi di daerah sempadan;

48.AngkaKebutuhanNyataPenge|o laar r | r igas i (AKl ' |P | )arJa |ahangkahas i |
perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atar; kebutuhan nyata
dilapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah cian penelusuran jaringan
i ' igasi;

49. Keleinbagaan Pengelolaan lrigasi adalah Pemerintah daerahi yang membidarrgi
irigasi, Perkumpulan Petani PemakaiAir dan Komisi lriga-ci;

50. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik InrJonesia, Pejabat atau
pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

tsAB II
AZA.,S, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Azas

Pasal 2

Penyetenggaraan irigasi clilaksanakan berdasarkan azas keterpaduan,
keberlanjutan, kebersarnaan dan kemitraan, keberdayagunaan dan
keberhasilgunaan, keterbukaan, akuntabrlitas, berkeadilarr dan partisipatif.

Bagian kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman datarn pengembangirn
dan pengelolaan lrigasi.

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk nrewujudkan keterperduan pengelolaan
. sistim irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi datam

bidang pertanian dan kepentingan lainn



(1)

Bagian (otiga
' 

Fungsi

Pasal ,4

lrigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan
produksi pertanian dalanr rangka ketahanan pong;rn nasional dan
kesejahteraan nrasyarakat, khususnya petani.

Pengaturan lrigasi cjalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakcrn pengembangan dan
pengelolaan irigasi.

Pasal 5

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
ditentukan oleh :

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan n'rembangun waduk,
waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaring;an drainase yang
memadai, mengerrdalikan mutu air, serta memanfaatkirn kembal! air drainase;

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui ikegiatan peningkatan, dan
pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, gremeliharaan, dan
rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan
melalui kegiatan pengentbangan dan pengelola,an siritem irigasi yang
mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifika:si dan modernisasi usaha
tani.

BAB tII

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1) Ruang lirrgkup Peraturan Daerah ini meliputidaerah irigasi diwilayah daerah.
(2) Pemerilttah Daerah menetapkan kebijakan dalarm pe,ngembangan dan

pengelolaan sistem irigasi di wilayah daerah.

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PENGEI.OLAAN SIIS'TEM IRIGASI

(2)

Pasal 7

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan
per,ranfaatan air dalanr bidang pertanian.



(2) Pengembangan dan.pengelolaan sislem irigasi sebagaimana dimaksud perda
ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadrr,-lleru,awasan lingkungan
hidup, trasparan, akuntabel, dan berl<eadilan.

(3) Penge-mbangan dan pengelolan sistem irigasi sebagaimerna dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan diseluruh daerah irigasi

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilal<sanakan oleh pemerintah
daerah melibatkan semua pihak yqng uert<epentr.ngarr dengan mengutamakan
kepentirrgarr dan peran serta masyaiakat petani.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah .berkewajiban .melindungi sumber-sunber air yang adadalam wilayah Daerah untuk kepentir@n pertinian.
(2) Guna mefqlgalakan.perlindungan sumber-sumber air sebargaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah Daerbh metakulqan :

a. pembangurran cek dam, waduk dan sejenisnya;
b. pembangunan saluran irigasiyang memadai;
c' mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan sunrber air diluar kepentingan

rrigasi;

d' mengambil langl<ah-langkah yang dibutuhkan bagi pelestarian danperlindungan surnber-sumber air di witayan Daerarh.
(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan denganpendayagunaan s.umhrer daya air yang dilaksanakan oteh badan atauperseorangan diselenggarakan dengan memperhatikarr kepentinganmasyarakat disekitar dan mendorong peran serta mas,yarakat petani.

Fasal 10

(1) Pengembangan d"l pengelolaan sistem irigasi dilalsanakan denganpendayagunaan.sumber daya air yang clidasarkan pada keterkaitan antara airhujan, air permukaan secara terpaiulolngan menggutamakern pendayagunaan
air permukaan.

(2) Pengembangan dan pengelolan si.ste.m irigasi sebaS;ainrana dimaksud padaayat (1) diraksarrakan dengan prinsip sa-tu kesatuin p",,g";bingan danpettgelolaan, dengan -memperhatikan .kepentingan perhat,rai air irigasi danpenggunaan jarirlgan irigasi di bagian hutu, iengad ,d.n hilir secaia setaras.

',/
Pasal 11 V

P"9.oT"l-pt;ngembangan dan pengelolaan sistern
pertisipatif ditetapkan dengan peratrian Bupati.

irigasi yang dilakukan secara



BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLTLAN lRlGltrst

Bagian Kesatu
Ketembagaan Pengetolaan trigasi

,.Pasa! 12

(1) l(elembagaan Pengelofaan lrigasi Cibentuk unl:uk nrewujudkan
pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah daerah.

(2) Kelembagaan Pengelolaan lrigasi nreliputi instansi pemerintah
membidangi irigasi, P3A dan Komisi lrigasi.

tertib

yang

Bagian Kedua
Perkumpulan Petani Pemakai Air

' Pasal 13

(1) Petani pemakai air wajib membentuk Perkumpulan F)etani Pemakai Air (P3,\)
secara clentokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier irtau desa.

(2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) dapat
membentuk gabungan Perkumpulan Perani Pemakai Air (GP3A) pada daerah
layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah
irigasi

(3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dapat rnembentuk Induk
Perkumpulan Petani Pernakai Air (lP3A) pada daerah layirnan/blok primer ,
gabungan beberapa blok primer atau satu daerah lrigarsi

Bagian Ketiga
Komisi lrigasi Daerah

Pasal 14

(1) Bupati m'embenttrk Komisi lrigasi Daerah iyang tercliri dari unsur pemerintah
daerah datn no.n pernerintah yang rneliputi wakil P3A clan / alau wafil kelompok
pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan
keterwakilan.

(2) Komisi irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati cjalam merumuskan kebijakan bidang irigar;i.

(3) Pembentukan , tugas dan fungsi Konrisi lrigasi daerah setbagaimana dimaksud
pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengarr peraturan Bupati.



BAB VI
PAR'fl SIPASI MASYARAI(AT PETANT DALAIII

PENGEMBA,NGAN DAN PENGELOLAAN SI$TEM IRIGASI

Pasal 15

(1) Partisipasi ma.syarakat petani dalam pengembangan dan ;rengelotaan sistem
irigasi diwujudkan mutai dari pemikiian iwal, p6ngarnbila'p [eputusan, danpelaksanaan kegiatan dalam pernbangunan,- peiningke,tan operasi danpemeliharaan dan rehabilitasi.

(2) P.artisipasi masyarakat petani sebagairnana dimak;ud pacla ayat (1) dapat
diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagas€rn, wirtu, ienaia,
material, dan dana.

(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) ditakukan
secara perseorangan atau melalui p3A.

(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
didasarl<an atas kemauan dan kemampuan nnasyarakat peblniserta se1;1ang"i
kenritraan dan kemancjirian.

Pasal 16

Wewenang dan . tanggung jawab pemerintah daerah clalam penyelenggaraan
urusan pemerintah bidang pengernbangan dan pengelotaarn sistem iiitisi mljiputi ;
a' menetapkan kebiiakan daerah dalam pengembangan dan prengetolaan sistemirigasi berdasarkan kebijakan pengembanlgan dan pengelolaan sistem irigaiinasional dengan rnemperhatikan kepentingin daerah's,et<itant,a;'
b' melaksanakan pengembangan sistenr irigasi primer clirn sekrrnder pada daerahirigasi dalam satu daerah;
c' melaksanakan pengelolaan sistem irigasi prirner deur sr;kulder pada daerahirigasi dalarn satu daerah;
d' memberi izin penggunaan dan pengusahaan air'tanah cli wilayah daerah ya.gbersangkutan untuk keperluan irigasi;
e' menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaarn pengembangansistem irigasi prirner dan sekunder pqda oiei"n'irig;,si yang ,i; dalam satukabupaten;
f' menjaga efektivitas, efisiensi, d"l ketertiban petaksanaan pengelotaan sistemirigasi primer dan sekunder pada daerah irigisi-Gtam satu r.Juri"i.n ;g' mernfasilitasi penyelasaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalamsatu kabupaten yang berkaitan dengan pung"rbangan dan pengetotaan sistemi r igasi; 

'  -  'e----- ' l

h. memberikan bantuan kepada mast1a13!at petani da,ram p*ngembangan danpengelolaan sistem.irigasi yanq menjadi tang'gung jawab 111gs';;k;t petani atasp e rm i' ta a n n ya b e rd a s a rka n p ri n s i p [e m a n oIrL n n"y" ;
i. membentuk komisi irigasi daerah;
j. melaksanakan pemberdayaan p3A; dan



k. memberillan izin pentbangunan, pemanfaatan, ;:rengubahan, dan /atau
pembokaran bangunan dan /atau saluran irigsi pada jaringan irigasi primer diln
sekunder dalam wilah Daerah.

Pasal 17

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa/kelurahirn meliputi :
a. melaksatrakan peningkatan dan pengetolaan sistem irlgasi yang dibangun oleh

pemerintah desa;
b. menjaga efektivitas, etisiensi, dan ketertiban pelaksernaan ;reningkatan sistem

irigasi pada daerah irigasiyang dibangun oleh pemerirrtah der;a;dan
c. menjaga efektivitas,efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan prengelolaan sistem

irigasi pada daerah irigasiyang dibangun oleh pemerirrtah der;a.

Pasal 18
Hak dan tanggung jav,rab masyarakat petani dalarm pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi rneliputi :
a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistenr irigasi tersier ;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dbn ketertiban pelaksanaan pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasitersier yang menjaga tanggung jawabnya; dan
c. rnemberikan persetuiuan bangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau

pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pacla jaringan irigasi tersier
berdasarkan pendekatan partisipatif.

Fasal 19

Pemerintah daerah sesuai dengan l<ewenangannya nrendorong partisipasi
masyarakat petani dalam pengembangan dan pengetotaan sistem 

-irigasi 
untuk

meningkatkan rasa nremiliki dan rasa tanggung jawab $una kelberlanjutan sisterm
irigasi.

.: BAB Vll
EMBERDAYA.AN 

I

Pasal 20

(1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan p3A.
(2) Pemerintah daerah menetapkan starategi dan progtam p3A sebagaimana

dimaksud pada. ayat (tl berdasark-an kebija[an kabupaten dalerm
pengembangart dan pengelolaan sistem irigasi.

(3) Pemerintah daeratr dapat memberi bantuan kepada P3A derlam metaksanakan
penrberdayaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernberdayaan trelembagaan pengetolaan
irigasi diatur dengan peraturan Bupati.



Pasal 2{

Pemerintah daerah berkewajiban :
a. melakukan Penyriluilgr':l dan penyebarluaskan teknologi tridang irigasi hasil

penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;

b. mendorong masyarakat petani untuk rnenerapkan te,knologi tepat guna yang
sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal; ,

c. menrfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuarr teknologi dalam bidang i
ir:gasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. i

BAB VIII
PENGELOLTtuAhI AIR lRlGASl

Bagian Kesatu
Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 22

Pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat, hukum ardat setempat dan
hak yang serupa dengan itu yartg berkaitan dengan pengslunaan air dan sumber air
untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tiderl< bertantangan dengan
kepentingan umum dan perundang-undangan yang berlal:u.

Bagian Kedua

Hak Guna Air untuk lrigasi

(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air unluk irigasi dan hak
guna usaha air untuk irigasi.

(2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada rnasyarirkat petani melalui
perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertania;n rakyat yang berada di
dalam sistem irigasiyang sudah ada diperoleh tanpa izin.

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
(4) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan
. dibidang pertanian.
(5) Tata cara pemberian izin untuk hak guna air diatur lebih tanjut oleh Bupati. \- .

Pasal 24

(1) Pelrgenrbang yang akan metaksanakan pembangunan sistem irigasi baru,
atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mLngajukan
permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.

I .



(2)

(3)

Bupaii atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan
izin prinsip alokasi air sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) kepacla
pengembang berdasarkan hasil pengkajian ,Jerrgarr memperhatikan
ketersediaan air,' kebutuhan air irigasi, aspek linglr,ungan, dan kepentingan
lainnya.
lzin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna itir untuk:irigasi oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kr:lvenarrgan berdasarkan
permintaan:

a. P3A, untuk iaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah
'daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air;

b. Badan atau perorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 25

(1) Hak guna pakai aii' untuk irigasi sebagaimana dirnaksucl dalam Pasal 23
diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan
utama.

(2) Hak guna pal<ai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasat 25 ayat
(2) diherikan oleh Bupati, dilengkapi dengan rincian rlaftar petak primer, petak
sekunder, dan petak tersier yang nrendapatkan air.

(3) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru
dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada rnasyarakat petani
melalt.ri P3A berdasarkan permohonan izin penrakaiern air untuk irigasi.

(4) Hak guna paliai air untuk irigasi sebagaimana climaksrrd pada ayat (3)
diberikan oleh Bupati, dilengkapi dengan rincian d:rftar pr:tak primer, petak
sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.

(5) Hak gulta pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sis;tem irigasi sesuai
dengan luas daerah irigasi yang dirnanfaatkan.

(6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievah:asi setiap 5 (lirna) talrun untuk mengkaji
ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigas! derngan penggunaan
air dan ketersediaan air pada surnbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di 1;unakan sebagai
dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak guna pakai air
untuk irigasi.

Pasal 26

Hak guna usaha pakai air untuk irigasi bagi badan atau pelorangan diberikan
berdasarkan izin.
Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksrrd pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya
dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonah izin
pengusahaan air untuk irigasi.
Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
secara selektif dengan tetap . mengutamakan penggunaan air untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

(1)

(2)

(3)



(4) Hak guna usatra air untuk irigasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu p,engambilan pacla
bangunan utama.

(5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana rlimaksud pada ayat (4)
diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lirna) tahun dan
dapat diperpanjang.

(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap ti (lirna) tahun oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenerngann:/a untuk mengkaji
ulang kesesuaian antara lrak guna usaha air untuk irlgasi dengan penggunaan
air dan ketersediaan air pada sumbernya.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunalkan Bupati sebagai
dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau menr;abr.tt hak guna usaha air
untuk irigasi.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air lrigasi

Pasal 27

(1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas tahan dalam
rangl<a meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. :

(2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagairrrana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemerrulran kebutuhan lainnya.

(3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud parla ayat (1) direncanakan
berdasarkan pada prakiraan ketersediaan ain pada r;umbernya dan digunakan
sebagaidasar penyusunall rencana tata tanam.

(4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dlrnaksurl pada ayat (1),
Pemerintah Daerah mengupayakan ;
a. optimalisasi pernanfaatan air irigasi pada daerarh irigas;i atau antar daerah

irigyasi;

b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengerrdalian dan perbaikan
mutu air irigasi dalam rangka penyediaan, air iriglasi.

Bagian Keempat
Pengaturan Alr lrigasi

pasal 18
(1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan

dilakukan melalui bangunan bagi dan bangunan
ditentukan.

(2) Pemberian air i'igasi kepetak tersier harus dilakukan
atau bangunan Lragi-sadap yang telah ditentukan.

/atau jaringan sekuncler
bagi-sadap yang telah

melalr.ri bangunan sadap



Bagian Kelima

Drainaso !

Pasal 29

(1) Setiap pembanguarr jaringan irigasi dilerrgkapi dengern pembangunan jaringan
drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jarirrgan irigasi yang
bersangkutan.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada tryat (1) berfungsi untuk
mengarlirkan kelebihan air agar tidak mengganggu procluktivitus lahan.

(3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan nrelalui jaringan draitrase harus dijaga
mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran.

(4) Pemerintah daerah, P3A dan masyarakat berkewajiban melrjaga mutu air dan
kelangsungan fungsl dralnase.

Pasal 30

Setiap badan atau orang dilarang nrelakul<an tindakan yang dapat menggangu
fungsi drainase.

Bagian Koonarn

Penggunaan Air untuk lrigasi Langsung clari surnber Air

Pasal 3t

(1) Penggunaan air untuk irigasi di tuar rencana yang diarnbil langsung darl sumber
air perrnukaarl harus rnendapat izin.

(2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanaly
harus mendapat izin.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan V'
Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang rnengal<ibatkan terjadinya
kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah
dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau
melakukan penyesuaian penyediaan dan pengatul'an air irigasi setelah
memperhatikan masukan dari komisi irigasi.



BAB IX

PENGEMBANGAN J/AltlNGAN lFllGASl
Bagian Kesatu

Pembangunan jarlngan irigasi

Pasal 33

(1) Pembangunan jarlngan irigasi dilaksanakan berdasarkan reixcana pengelolaan
sumber daya air di wilayah .. sungai dengan memporhatikan rencana
pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, stanclar, pedoman, dan
manual.

(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaks;ud pa,Ca ayat (1) harus
mendapat izin dan persetujuan dbsain dari pemerintah daeralt.

(3) Pengawasan penrbangunan jaringan irigasi ditaks:*rakatt oleh pemerintah
daerah dan pemerintah daerah.

Pasal 34

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembarrgunpn jaringan irig:rsi
primer dan sekunder.

(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekundr:r dapat dilakukan oleh
perkunrpulan petalri pemakai air sesuai dengan kebutr.rhan d;an kemampuannya
berdasarkan izin dari pemerintah daerah.

(3) Pembangunan jaringan irigasitersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pemhrang;unan jaringan irigasi
tersier, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan iaringan irigasi
tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan menlperhatikan skala priorita,s.

(5) Badan atau perorangan yang memanfaatan air dari srrmber air melalui jaringan
irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat membangun iaringannya sendiri
setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Peningkatan iaringan irigacii

Pasal 35

(1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarlr:an rencana pengetolaan
sumber daya air di wilayah sungai dengan mempelrhatikan rencana
pembangunan pertanian, dan sestrai ciengan norma, stanciar, pedoman, dan
manual.

(2) Peningkatan jaringan irigasi sehagaimana dimaksurd pada ayat (1) harus
mendapatkan izin dan persetujuan desain dari pemerintah dar:rrah,

(3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pelnerintah daeralr.



Pasal 36

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalanr peningkatirrr jaringan irigasi
primer dan sektrnder.

(2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunde,r dapat dilakukan oleh
perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kenrampuannya berdasarkan
izin dari pemerintah daerah.

(3) Peningkatan irigasi tersier menjadi.,hak dan tanggung jawab PllA.
(4) Dalam hal P3A tidak rnanlpu melaksanakan peningkatrrn jaringan irigasi tersier,

pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi tersierr
berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(5) Badan atau perorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melaluijaringan
irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat nreninglratkan jaringannya
sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari p,36nsrintah daerah.

BAB X
PE}IGELOTAAN JAITI }.IGAN IRI(iASI

Bagian Ko$atu

Oporasi Jarlngan lrigasi

Pasal 37

(1) Ruang lingkup keglatan operasi jaringan irigasi meliputi (perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasijaringan irigasi, ic€rigopralasian bangunan
pengatur, pemanfaatan sumber air lain serta kegiatan p,sndukung operasi
jaringan irigasi.

(2) Penyelenggaraan operasijaringan irigasi sebagaimanar dimaksud ayat (1) cliatur L/'
lebih lanjut oleh Bupati.

(3) Pelaksanaan penyetenggaraan operasional jaringern irigasi sebagaimarra
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

(4) P3A dapat berperan serta dalam operasi jaringan irigasi prirner dan sekunder
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

(5) P3A dapat melakukan peltgawasan atas pelaksanaan oper;rsi jaringan irigasi
primer dan sekunder.

(6) Operasi jaringan irigasi primer dan sekundei dilaksanakan atas dasar rencrna
tahunan operasi yang disepakati bersama secara terrtulis i'rntala pemerintah
daerah, P3A dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah ir.i1;asi.

(7) Operasijaringan irigasi tersier menjadi hak rjan tanggurrg jawerb p3A.
(8) Operasi jaringan irigasi milik badan atau perorangan rnenjarli tanggung jawab

pihak yang bersangkutan



Bagian Kedua
Pemeliharaan Jarin'gan lriga*i

IPasal 38

(1) Ruang lingkup kegiatan pemetiharaan jaringan irig,asi meliputilinventarisasi
kondisijaringan iligasi, perencanaan; pelaksanaan, pr:mantauan dan evaluasi. 7

(2\ Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terctiri dari pengamat'!.rn jaringan irigasi, :
pemeliharaan rutin, perneliharaan berkala dan perbaikan darurat. ,

(3) Tata cara perneliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(4) P3A, .dapat berperan serta dalanr pemeliharaan jaringan irigasi primer dan
sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuant'lya.

(5) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanailn perrreliharaan jaringan
irigasi primer dan sekunder.

(6) Pemeliharaan jaringan irigasi primer darr sekunder dilaksernakan atas dasar
rencana tahunan perneliharaan yang disepakati bersarma secara tertulis antam
pemerintah daerah, P3A dan pengguna jaringan irigau;i di sel.iap daerah irigasi.

(7) Pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
(8) Pemelihann jaringan irigasi milik badan atau p€rorflrgon menjadi tanggung

jawab pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Jaringan irigasi

Pasal 39

(1) Rehabilitasijaringan iri5;asi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuharn
perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(2) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi ditaksanakan oleh Pernerintah Daerah.

Pasal 40

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam
rehabilitasi jarirrgan irigasi primer dan sekunder"

(2) P3A dapat berperan serta datam rehabilitasi jarirrgan irirEasi perimer dan
sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemamrnpuar,rnya berdasarkan
persetujuan dari Pemerintah Daeratr dalanr pengelolaatr sumber daya air.

(3) Rehabilitasijaringan irigasi tersier.merrjadr hak dan tarrl;gung jawab P3A.
(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan Rehabilitrsi jarirrgan irigasi tersier

yang rnenjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan perrrrintaan dari P3A dengan
memperlratikan prinsip kemandirian.

(5) Badan, perorangan, atau P3A bertanggung jawab dalanr rehabiiitasi jaringan
irigasi yang di bangunnya.



Pasal 41

(1) Badan atau perorangan yang merubah clan/atau mernbongl,:ar jaringan irigasi
tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

(2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi dan 
I

peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam nlncana tata pola tanam.

(3) Waktu pengeringan yang diperlrrkan untuk ke1;iatan rehabilitasi yang
direncanakan, direhabilitasi akibat keadaarr-darurat, atau peningkatan jaringan
irigasldapat dlakukan paling lama 6 (enarn) bulan.

(4) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ke;terrtuan sebagaimana ,,.,'.
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Koempat
Pongamanan Jaringan irigasi

Pasal 42

(1) Guna pengamanan jaringan irigasi ditetapkan garir; senrJladan dan daerah
sempadan saluran.

(2) Penetapan garis sernparJan dan daerah sempadan salutr;ln ditujukan untuk
menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oinh aktivitas yang
berkembang disekitarnya.

(3) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dilarang :

a. membuang sarnpah ke dalatn saluran;

b. menggali, melubangi dan rnenggogosi tanggul saluran;

c. menanami tanggul atau dasar saluran;

d. mengambil air dengan memasang pipa di biarivah tanggung saluran,
Inemompa air daii saluran dan rnenrasang selang/toler urrtuk mengambif air
dari saluran irigasi;

e. mendirikan bangunan di dalam' garis sempadan saluran dan bangunan
irigasi;

f. rnembuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah
lainnya ke dalam saluran irigasi;

,, g. melakukan kegiatan lain yang dapat mengakibatkan brtrkurangnya fungsi
jaringan irigasi.



BAB XI
PENGELOI.AAN .ASET tRtGAS!

Bagian Kosatu
Ur,um

Pasat 43

(1) Aset irigasi terdiri ciarijaringan irigasi dan perrdukung pengelotaan irigasi.
(2) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, p,srencanaan pengelolaan,

pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi,
serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Eagian l(Edua

Inventarisasi Aset lrigasi

Pasal 44

(1) Inventarisasi .iaringan irigasi bertujuau untuk mendapalkan data jumlah,
dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigas;i serta data ketersediaan
air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka
keberlanjutan sistem irigasi.

(2i Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuarr untuk rnendapatkan data
jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi penclukung pengelola6n irigasi.

(3) lnventarisasi jaringan irigasi dan pendukung pengetolaan irigasi dilaksanakan 1
(satu) tahun sekali pada setiap daerah irigaii.

(4) Pemerirrtah daerah meiakukan kompiiasi atas hasil invenLarisasi aset irigasi
yang dilakukan oleh pemerirrtah desa/keturahan.

(5) Badan, perorangan, P3A, dan pemerintah desa melai<ukan inventarisasi as;et
irigasi yang menja.di tanggungjawabnya secara berkelanjutan untuk membarrtu
Pemerintah Daerah rnelakukan kompiiasi atas hasil in'ueniarir;asi.

Bagian Ketiga
Porencanaan perrgetotaan A*let lrigasi

pasat 45

(1) Perencarraan pertgelotaan aset irigasi metiputi+kegiatan ,analisis data hasilinventarisasi aset irigasi dan p-erumusan rencaina tindak lanjut untukmengoptimalkan pernanfaatan aset irigasi dalam setial> daeralrli',g""i. 
-

(2) P.erencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimal,lsud pada ayat (1)ditetapkan 1 (satu) tahun sekali oleh Bupati.M'
(3) Penyusul-lan rencana pengelolaarr aset irigasi dilakukarr secara terpaclu,transparan, dan aktrntabef dengan melibatkai semua pern;rkai air irigasi danpenggrlna jaringan irigasi.
(4) Badan, perorangan, atau P3A menyusun rencana pengelotaan aset irigasi yangmenjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.



tsagian Koempat
Pelaksanaan Pengelolaan aset lrigasi

Pasal 46

(1) Bupati mengatur pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan
rencana pengelolaan aset irigasiyang telah ditetapkarr.

(2) Badan, perorangan, atau P3A melaksanakan pengyelolaan aset irigasi yang
menjadi tangg ung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan !r,ss1 lrigtasi

Pasal 47

(1) Bupati nrelakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasisetiap tahun.
(2) Badan, perorangan, atau P3A membantu Bupati clalam rnelakukan evaluasi

pe|aksar|aanpengelo|aanasetir igasiyangmenjadi1angguttgjawabnyasecara
berkelanjutan.

(3) Evaluasi pelaksanaan pengelo.laan aset irigasi sebagaimerrra dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuirian antara rencdna dan
pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Flasil Inventarisasi Aset h'igasi

Pasal 48

Bupati menyusun Pemr:takhiran hasit inventarisasi asset irigasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu

Pembiayaan Pongembangan Jaringan tligasi '

Pasat 49

(1)Pembiayaanpengembanganjar ingan i r igas ipr in rerdansekundermenjad i
tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan l;ewenangannya.

(2\ Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersierrmenjadi tanggung jawab
perkurrrpulan petanipemakaiair. ,

(3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran r;epanjang 50 (lima
puluh) meter dari bangunan-sadap,' boks tersier, dan bangunan-petenlfap
tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.



(4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jiruingan irigasi tersier
yang rnenjadi tanggung jawabrrya, pemerintah daerah dapat membantu
pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan
dari P3A dengan mernperhatikan skala prioritas.

(5) fernbiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselengrgarakan oleh barjan
atau perorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringanr lrigasi

Pasal 50

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi
tanggung jawaLr pemerintah daerah.

(2\ Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi prinrer darr sekurrder didasarkan atas
angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap da,:rah irigasi.

(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah
irigasi dilakukan pemerintal'i daerah bersama rlengan P3A berdasarkan
penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi PilA.

(4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah
i:igasi disepakati pemerintah daerah bersama dengirn P3A.,

Pasal 51

(1) Pembiayaan pengelolaan iaringan irigasi daerah dan sekun<ler merupakan dana
pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungl jawab pemerintah
daerah.

(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimat<sud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjad! tanggung jawab P3A di

wilayah kerjanya.
(2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolan jaringan irigasi tersier y:rng

menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dapat mernbantu pembiayaan
pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan
memperhatikan dengan mernperhatikan skala prioritas.

(3) Pemhiayaan pengelolaan jaringan irigarsi yang dibangun oteh badan usaha,
badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing

(4) Pe.nggutra jaringan irigasi wajib ikut serta datam pembiayaan pengetotaan
jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kewenarrgannya.

Pasal 5i

Pembiayaan operasionat komisi irigasi daeralr menjadi t;rnggung jawab pemerintah
daerah.



BAB XI

FU}.IGSI DAN KEBERLANJUTA}.I IRIGT\SI

Bagian Pertama

Fungsi lrigasi

Fasal 54

(1) | r igas iber fungs imendukungprodukt iv i tasusahatan i1Junameningkatkan
produksi pertanian dalam rangle ketahanan pan(fan nasional ..lfl ,
kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui
keberlanjutan slstern irigasi.

(2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pad:r ayat (1) dilakul<an
dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Bagian Kedua

KeberlanJutan lrigasi

Pasal 55

(1) Keberlanjutan sistern irigasi sebbgaimana dimaksud pada Pasal 54 ditentukan
o leh:

a. keandalan air irigasi dapat diwujudkan melalui kegliatan..lneq-bangtun \iladuk,. :
waduk lapangan , bendung , pompa, dan jaringart drainrrse yang memadai,
rnengendalikan nrutu air, seta memanfaatkan kemlnli air ,Jrainase;,

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan geningkatan,
dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi ollerasi, pemeliharaan, dan
relrabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

c. meningkatkan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang
diwujudkan rnelalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
yang mendorong lreterpaduan dengan kegiatan dirrersifikilsi dan modernisasi
usaha tani.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lilnjut oleh Bupati. /

Bagian l(etiga

Alih Fungsi Lahan Beririg.asi

Pasal 56

(1) Untuk nrenjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringgan irigasi Bupati
mengupayakan keterse;diaan lahan beririgasi dan/atau nrengendalikan alih
fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

(2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab 'Cibi,Cangl irigasi berperan
mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non
pertanian.



o

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah pr>tensial irigasi dalam
rencana tata ruang r,vilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasat 57

(1) Alih fungsi lahan kreririgasitidak dapat dilakukan kecualiter,Capat:
a. perubahan rencana tata ruang wilayah;atau
b. bencana alam yang mengakibatka lrilangnya fungsi lahan dan jaringan

irigasi.
(2) Pemerintah Daerah mengupalakan penggantian lahan beririgasi beserta

jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata luang wilayah.
(3) Pemerintah daerah bertanggung jarvab melakukalr penataan ulang sistem

irigasidalam hal:

a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi;atau
b. sebagian lahan beririgasi beralih tungsi.

(4) Badan atau perorangan yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib nrengglanti lahan beririgasi
besei-ta jaringannya.

BAB XII
PENGENDALIAN DAN PENGAW\SAN

Pasal 58

(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah
irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.

(2') Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nreliputi kegiatan :
a. petnantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman , 

'.

dalr manua!;
b. pefaporan;

c. pernberian rekornendasi;dan '

d. perrertiban.
(3) Peran masyarakat clalam pengawasarr sebagaimana dimrrksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengitduan kepaOa pifrbli
yang berwenang.

(4) P3A, badan dan perorangan menyampaikan laporan inengenai informasi
pengembangan. dan pengelolaan . sistem irigasi yang meilaoi tanggung
jawabnya kepada Pemerintah daerah. 

v

(5) Datam rangka qengawasan sebagaimana dimaksud pada;eyat (1), pemerintah
Daerah menyediakan informasi pengernbangan darr pengeilolaan'sistem irigasi '
secara terbuka untuk umum.



BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebal;aimana dimaksud dafam
Pasal 30,31 , 42 dan pasal 57 diancam pidana kurungan llaling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lin'n pulult juta rupiah).

(2) Anabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat
(1) dilakukan oleh suatu badan hukum, maka ancarnan pldananya dikenal<an
terhadap pengurus.

(4) Selain sanksi piclana sebagaimana dimaksud pada ;ayat (1) kepada pelanggar
dikenakan sanksi pembongkaran.dan mengembalikan fungsi.iaringan irigasi atas
beban biaya yang bersangkutan,

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a,Jalah pelanggaran.

BAB XIV
penvlotxnn

Pasal 60

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerinl:ah daerah diberi
wev/enang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lrcrlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a,Jalah :
merr€'rima , mencari , mengumpulkan, dan meneliti ketelangan atau laporan
berkenan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan dan
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan men$enai orang, pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yarrg dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana irigasi;
meminta keterangan rJan barang buktu dari orang, pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
menrr:riksa buku-buku, catatan'catatan, dokurnen-dcliumen lain yang
berkenan dengan tirrdak pidana di bidang irigasi;
melal<ukan penggeledahan untuk mendapatkan lrarang buktu, pembukuan,
pencatatian dan dokumen lainnya serta melakukan lrcnyitaan terhadap
barang buktitersebut;
rneminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksarraan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang irigasi;
menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan nrangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsungdan rnenreriksa identltas orang
dan tau dokumen yang dibawa sebagaimana dimal<sud prirda huruf e;
memotret seseorang yang berkaitan derrgan tindak pidana di bidang irigasi;

b.

d .

e.

g.

h.



i. memanggil orang untuk didengar keterangarr!?r dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. nrenghentikan penyidikan; ',

k. rnelakukan tindakan lain yang perlu untuk kelarr<;arana penyidikan tindark
pidana di bidang lrigasi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XV
KETENTUAN PERALIHA}I

Pasal 61

(1) Pada saat Peraturan daelah ini ntulai berlaku , semua peraturan pelaksanaarn
yang berkaitan clengan irigasi dinyatakan ietap beilaku sepanjang tidak
bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru
berdasarkan Peraturan daerah ini

(2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, lzirr yang berkaitan dengan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah cliterbitkan sebelum
ditetapl<annya peraturan daerah ini dinyatakan tetalt berlal<u sanrpai dengan
masa berlakurrya berakhir

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUI'

Fasal 62

Dengan berlakunya Peratrran Daerah ini, maka :
a. Peraturan Daerafr Kabupaten Daerah Tingkat ll Kanrngany;lr Nomor 5 Tahun

1999 tentang Pedoman Pembentukan I
b. Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharn',a Tirta Kabupaten

Paerah Tingkat ll Karanganyar dan Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 6
Tahun ?.002 tentang lr igasi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PENJEI-ASAN

p E RAru F.AN DA E RAH KAB u pAr*tff . RAH Tr N G l(Ar r I .(ATRAN GAN'AR
NOIVIOR TAHUN

TENTANG

IRIGASI

1. PENJEI-ASAN UMUM

Peran sekor pertanian sangat strategis dalam perekonomian
nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh
sebab itu, irigasi sebagai salah satu kompone,n perrdukung
keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat
penting.

Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari
meningkatkan produksi untuk swasembada berras rnenjadi
melestarikan ketahan pangan, meningkatkan pendapertan pe'rtanian,
meningkatkan kesernpatan kerja di perdesaan dan peroaih:an gizi
keluarga, serta sejalan dengan sernangat demokrasi, desentralisasi,
dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermas;yaiakat perlu
menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

II. PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Huruf a.

Yang dimaksud dengan 'keanderlan air irigasi" adalah
kondisi atau' keadaan air irigasi yang dapat tersedia
dalam jurnlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan
kebutuhan tanaman untuk merrCukun,g produktifitas
usaha tani secara mal<simal.
Hur-uf b.

Yarrg dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi"
adalah kondisi darr fungsi pras€u'ana jaringan irigasi
yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara
optirnal.

Pasal 1
Pasal 2

Pasal 3
Pasal 4

Pasal 5



Pasal 6 : Cukupjelas

Pasal 7 : I

Ayat 1 : cukup jelas 
i

Ayat 2 : yang dirnaksud clengan "partisipatif itclalatr pengembangan i
dan pengelolaan systenr irigasi yang berbasis peran serta ,
masyarakat petani. i
'/ang dimaksud dengan "terDadu" adarlah pengembangan :
dan pengelolaan system irigasi yang dilakukan dengan :
mer rg integ rasikan kepentingan antar sektor terkait.

Yangdimaksuddengan. . t ranSparan 'danakuntabe| , ,ada|ah
pengen,bangan dan pengelolaan Slistem irigasi yang
dilakukan secara terbuka dan dapat
d ipertangg u ngjawabkan.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah
pengembangan dan pengelolaan system irigasi yang
dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan
masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai
dengan hilir.

Yang dirnaksud bengan "berwawasan lirrgkungan hidup"
adalah pengembangan dan pengelolaarr system irigasi
rnemperhatikan keseimbangan ekosir;tem <lan daya dukung
lingkungan

Pasal B : yang clinraksud dengan "pihak yang brerkepentingan" adatah
antara lain, masyarakat petani, penerima mantaat air irigasi,
atau pengguna jaringan irigasi.

Pasal  9  :Cukupje las

Pasal 10

Ayat 1 : terrnasuk air permukaan yang diutamakan
pendayagunaannya adalah air hujan y.tng jatuh pada
permukaan tanah.

Ayat2 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal12 : cukup jelas

Pasal '13 : cukup jelas

t'



Pasal 14

Ayat 1
Ayat 2

Ayat 3
Pasal 1S
pasal 16
Pasal 17
Pasal 1g
Pasal 19
Pasel 20
Pasal 21
Pasal22-

Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 2g
Pasaf 2g
Pasal 30
Pasar 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasaf 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 39
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 41

: cukup jelas
: Yang O'*"T:::,.*ng,?n,pengguna.jaringyan 

irigasi,, adatahf :il;,ll:1,'iJH? Um ;,:, *' i; ffi 
' 
v i'i' ;' ; ". o a p a tra n

: cukup jelas

: cukup jetas

: cul<up jelas

: cukup jetas

: cukup jelas

: cukup jefas

: cukup jetas

: cukup jelas

: cukup jetas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jalas
: cukup jefas
: cukup jalas
: cukup jelas

: cukup jefas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jafas
: cukrrp jefas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas
: cukurp jelas



Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44
Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 4g
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58

Ayat 1

Ayat2

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jeias

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cukup jelas

: cuklrp jelas

:

: pengawasa. d_"1."., ketertuan ini meliputi pengawasanterhadap system, irigasi mif,i pemerintah d.n syste-m irigasiyar.g dibangun oleh-masy"rL"i.'
: yang dimaksud_ denqaL " penertiban,, actalah kegiatanpengarnan"n dll. perbaikan'jaring:r''itigi"i-Jg"r kondisidan fungsinya tetap terjaga,' r"rt, n,u,i.ug;"ierjadinyapenyimpangan darim d"ig"rb"ngan dirn pengeroraansistenr irigasi. l
cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62


